
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 
NOMOR i. TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran 
berakhir; 

Mengingat 

b. 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 7; 

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 



Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Replublik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 



Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 1425); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapa tan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bari to Utara Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 

dan 

BUPATI BARITO UTARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan 

memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 



b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c . Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Laporan Neraca; 

f . Laporan Arus Kas ; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan; 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan U saha 

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

tahun 201 7 sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

b. Belanja dan Transfer 

DEFISIT 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Surplus 

Pasal 3 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.075.758.067.239,96 

1.152.857.209.714,00 

(77.099.142 .474,04) 

382.344.399.843,04 

12.242.799.996,00 

370.101.599.847,04 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 

68.378.550.239,58 dengan rincian sebagai berikut : 

a . Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.144.136.625.479,54 

b. Realisasi Rp. 1.075.758.067.239,96 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 68.378.550.239,58 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 

163.769.653.291,78 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.316.629.863.005,78 

b. Realisasi 

Selisih le bih / (kurang) 

Rp. l.152.857.209 .714,00 

Rp. 163.769.653.291,78 



(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 

95.391.095.652.20 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit setelah perubahan 

b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. (172.490.237.526,24) 

Rp. (77.099.142.474,04) 

Rp. (95.391.095.652,20) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp. 1.548.242.260,42 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 383.892.642.103,46 

b. Realisasi Rp. 382.344.399.843,04 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 1.548.242.260,42 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 

3.600.002,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.246.399.998,00 

b. Realisasi Rp. 12.242.799.996,00 

Selisih le bih / (kurang) Rp. 3.600.002,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 

Rp. 1.544.642.258,42 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 371.646.242.105,46 

b. Realisasi Rp. 370.101.599.847,04 

Selisih le bih / (kurang) Rp. 1.544.642.258,42 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksud dalam pasal 1 huruf b 

per Desember 2017 adalah sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 284.447.424.903,46 

b. Penggunaan SAL Rp. 284.156.029.783,04 

C. SILPA/SIKPA Rp. 293.293.852.493,42 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 293.002.457.373,00 



Pasal 5 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: 

Kegiatan Operasional 

a. Pendapatan - LO Rp. 998.446. 938. 794,64 

b. Behan Rp. 819 .806. 953.853, 79 

C. Surplus dari Operasi Rp. 178.639.985.210,89 

Kegiatan Non Operasional 

a. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

Rp. (6. 768.459.359,00) 

b. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 171.871.525.864,89 

C. Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. (364.000.000,00) 

d. Surplus/ Defisit -LO Rp. 171.507.525.864,89 

Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai 

berikut: 

a. Ekuitas Awal 

b. SURPLUS/ DEFISIT -LO 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

d. EKUITAS AKHIR 

Pasal 7 

Rp. 2.716.609.448.390,82 

Rp. 171.507.525.864,89 

Rp. (10.571.272.563,85) 

Rp. 2.877.545.701.691,86 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2017 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset 

b. Jumlah Hutang 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal 8 

Rp. 2.886.237.960.936,86 

Rp. 8.692.259.245,00 

Rp. 2.877.545.701.691,86 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut: 

1. Arns Kas dari Aktifitas Operasi 

a. Arus Masuk Kas 

b. Arus Keluar Kas 

c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas OPerasi 

Rp. 1.075.758.067.239,96 

Rp. 773.044.209.797,00 

Rp. 302.713.857.442,96 



2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi 

a. Arus Masuk Kas 

b. Arus Keluar Kas 

c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi 

Rp. 0,00 

Rp. 379.812.999.917,00 

Rp. (379.812.999.917,00) 

3. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan 

a . Arus Masuk Kas Rp. 98.188.370.060,00 

b. Arus Keluar Kas Rp. 12.242.799.996,00 

c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan Rp. 85.945.570.064,00 

4.Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran 

a. Arus Masuk Kas Rp. 74.529.877.151,00 

b. Arus Keluar Kas Rp. 74.529.877.151,00 

0,00 c. Arus Kas Bersih dari Aktifitas Non Anggaran Rp. 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf g tahun 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari; 

a. Lampiran I LRA terdiri atas : 

Lampiran 1.1 ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 

rincian LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan; dan 

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 



C. Larnpiran III 

d. Larnpiran IV 

e. Larnpiran V 

f. Lampiran VI 

g. Larnpiran VII 

h. Larnpiran VIII 

1. Lampiran IX 

J. Larnpiran X 

k. Larnpiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Larnpiran XIII 

n. Lampiran XIV 

0. Lampiran XV 

p. Larnpiran XVI 

q. Larnpiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

s. Lampiran XIX 

t. Larnpiran XX 

Laporan Operasional; 

LPE; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan Atas Laporan Keuangan; 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih; 

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 

Dana Bergulir; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

terdiri dari: 

a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan 

daerah tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengena1 penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD tahun 2017 diatur dengan Peraturan Bupati. 



I 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara . 

Diundangkan di Muara Teweh 

pada tanggal 30 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

BARITO UTARA, 

ABIDIN 
\ ' ,' , 

Ditetapkan di Muara Teweh 

pada tanggal 30 Agustus 2018 

- ... 
"'-".- r 

,LBMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR..1. 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINS! 

KALIMANTAN TENGAH: 01,63/20 18 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

<- al 
FAKH,FAUZI 

NIP.19710921 199803 1 004 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA 
NOMOR 1, TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

I. UMUM 

Berdasarkan Pasal 15 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam N egeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, 

dan ayat (4) menyebutkan bahwa APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 

maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 



Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal9 

Cukupjelas 
I 

----✓ Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR l 


